
BUPATI MELAWI 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR 10 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANMN PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU · 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupatcn Melawi Nomor I Tahun 2024 
tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan 
Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pclaksanaan Pemungutan 
Retribusi Perizinan Tertentu; 

Mengingat: l. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun I 945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247) sebagaimana tclah diubah dcngan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), sebagimana telah diubah 
beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

S. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 



6. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang lnfonnasi 
dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik 

Indonesin Tohun 2008 Nomor 58, Tombahan Lemboran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) scbagaimana 

telah diubah bcberapakali terakhir dengan Undnng­ 
Undang I Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas 

Undang·Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Jnformasi 
dan Transaksi Elektronik (Lemboran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 
7. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6859); 

8. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 

1 1 .  Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Siatem Pcngendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4890); 



12. 

13. 

14. 

IS. 

16. 

17. 

18 

19. 

20. 

21. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 202 l Nomor 6 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tcnt.ang 
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6628); 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6633); 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Oaerah dan Relribusi Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
{Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No.mar 34 '.ahun 2021 lentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asmg {Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 301); 
Pcraturan Oaerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 
2024 tcntang Pajak Dacrah dan Retribusi Oacrah 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Mclawi Tahun 2024 Nomor 
l Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Mclawi Nomor 
229); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERJZJNAN TERTENTU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

L Oaerah adalah Kabupaten Melawi. 

2. Bupati adalah Bupati Melawi. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Melawi. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Pajak dan Retribusi. 

5. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi adalah perangkat daerah yang 
menyelenggarakan ur-usan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Penanahan perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan 
Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. 

7. Perangk.at Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 
adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu. 

9. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk Oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
s.ebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

II. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang mer-upakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 



12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atnu Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pcmotong Retribusi tertentu. 

13. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus 
dibayar oleh Wajib Relribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan 
pembaynran Retribusi, kelcbihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi 
administrasi. 

14. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang mcnarik biaya Retribusi dan/atau 
mclakukan kcgiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi. 

15. Pcrizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untu.k 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber deya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

16. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang mclakukan usaha maupun yang tidak mclakukan usaha yang 
meliputi perseroan tcrbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam benluk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun 
kegiatan khusus. 

18. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak. 
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal 

19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau mcrawat bangunan 
gedung sesuai dengan stander teknis bangunan gcdung. 

20. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah 
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

21 .  Sertifikat La.ik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah sertfikat yang diberikan oleh Pemcrint.ah Daerah untuk menyatakan 
kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 



22. Sistcm lnfonnnsi BtmKunnn Ocdung 
0

&elnnju1nya di!iinlt,kat SIMJJO adalah 
sislcrn clcklronik bcrbosh1 web vnnR d1Kunnkon u�tuk mclnk.s�maka.n proae1 
pcnyclcn�onmu POO, �t.V, !4UKUO, JITIJ, dnn I endntann dieertnt dcngsn 
informusi lcrknit pcnyclcnggnrnun bangunan gcdung 

23. Oung\.mnn-bnn�unnn l\duh,h pcrwujudun ri",k unulck\Ur yang mclipul\ 
Onngunn11 Huntau Mnnusln dnn bnngunun ynng bukan human manuem. 

24. Mcndiriknn Onngunnn udnlah pckcrjuun mcngadekan bangunon seluruhnya 
otnu sebnginn tcnnnsuk pckcrjuun mcnggali, mcnimbun atnu merntakan 
tnnnh ynng bcrhubuugnn dcngun pckcrjnnn mcngaduknn OOngunan tersebut , 

25. Mcnguboh bangunun nduluh pckcrjnun mcngganti don ntau mcnambnh 
btmgunnn ynng ndn, tcnnnsuk rncmbongknr yang bcrhubung,,n dengan 
pckcrjnnn mcnggnnti bugiun lw111f!Ut111n lcrschut. 

26. Onris Scmpndnn udnlnh Gnris Outns untuk mcndiriknn bangunan dari 
jnlnn, flUn�ni/t-4\lunm iri1i11i.i. mwn/t.itu, jnlnn kcrcta npt , janng;m tcnaK,"'"1 
Hstrik, pipa minynk, pipn gns dun ccrobong pcmbakman g.t.5 (flare stack). 

27. Tinggi Dnngunnn ndnlnh jnrnk yang cliukur dnri pcrrnukaan tnnah, drmnna 
bnngunnn tcrscbut didiriknn, snrnpai dcngnn litik puncak dari ban'C'Jnan. 

28. Sumi Dukti Kcpcmiliknn Dnngunun Gcdung yang selanjutnya dismgkat 
SOKDG ndnlnh sunu tnndu bukli hnk urns stntus kepermhkan Bangunnn 
Gcdung. 

29. Surnt Ketctnpnn Rclribusi Ducmh yang sclanjutnya dismgkat Sh'.RD adalah 
nurnt kctctnpon Rctribuni ynn� mcncntuknn beearnya 1umlnh pokok Rctnbu�u 
ynng 1cn111111g. 

30. Surnt Serorun J{ctribusi Dncruh ynng sclnnjutnyn drsmgkm SSRD adalah buku 
pcmbnynrun utnu pcnyctornn lktribusi ynng telnh drlnkukan dengan 
mcnggunnkon fonnulir 11111u lclnh dilnkuknn dcngan cnm l.1111 kc kas dacrah 
mclului tcmput pcmbayurnn ynng dilunjuk olch Oupnti. 

31. Surnt Kclctnpnn Rclribusi Dncruh l.,chih 011y11r ynng sclnnjut.nya dramgkat 
SKRDLD uduluh sunu kct ·111p11n lktribusi ynng mcncntukun jumlah ketebrhan 
pcmbuyurnn Rctrilmsi kmcnn jumluh krcdil Hetribusi lcb1h besar danpada 
Rctribusi yun� ten.111111� H111\I nclmrunnyn tid11k teruum�. 

)2. Kwitunsi Tundn Pcrnbayornn Retrtbuei ynng sdnnju1nyn diaingkut hTPR ndalah 
kwitnnsi yung mcmunt besumyn jumlnh pokok Retribusf dipcrgunnknn untuk 
mcmungut dun mcnentnt pcmbnynrnn Rctribusi. 

33. Sumt Tngihnn Rclribusi Dncrnh ynng :.clnnjutnyo disingknt STRD ndnlnh surnt 
untuk mclnkuknn tngihnn Retrtbusi dnn/ntnu snnk5i 11drn1nii11m11f bcrupa 
bungn don/ntuu dcndn. 

l4. �nghitungan Rct�busl ndnlnh pcrincl1111 bcsomyu Rctnbusi yong hon.a 
d1baynr olch W1\�1b �ctribuf\� boik Pokok Rcl.ribu&i, bung.a, kc.kurungan 
pcm?D_YoTnn_ Rctnbus1, kclcb1hun pcrnbuyumn Hetribusi, moupun 58llksi 
admm1stnuu. 

JS. Porporasi odulnh dcretan lubang yimg lxrpolo pndo karcis, dan KTPR. 



36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan infonnasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
terse but. 

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah. 

38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

39. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

40. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

41. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 
Indonesia atau badan Jainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

42. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk 
oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang 
dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 

43. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA 

adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu 
tertentu. 

44. Pcnges�an RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh 
mcntcn yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 

45. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA 
adalah kom�nsasi. yang hams �ibayar C?leh Pemberi Kerja TKA atas setiap 
TKA yang dipekerjakan sebagai penenmaan negara bukan pajak atau 
pcndapatan dacrah. 

BAB II 

JENIS RETRJBUSI 

Pasal 2 

(I) Pcmcrintah Dacrah mclakukan pemungutan Rctribusi Perizinan 
Tertentu atas pclayanan yang diberikan kepada masyarakat. 



(2) Jenis pelayanan pemberian izin yang mcrupakan objck Rclribusi Pcrizinnn 
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrdiri dnri : 
a. persctujuan bangunan gcdung; dnn 
b. penggunaan tenaga kerja asing. 

BAB Ill 
Tingkat Penggunnnn Jaso 

Pasal 3 
( l J Tingkat penggunaan jasa ntas pelayannn Pcrizinnn Tcrtentu mcrupaknn 

jumlah penggunaan jasa yang dijndikan dasar aloknsi bcban biuyn yang 
dipikul Pemerintah Oaerah untuk menyelenggarnknn jnsn yang bcrsangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Pcrizinan Tcrtentu scbngaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan ketentuan: 
a. pelayanan Persetujuan Bangunan Oedung diukur bcrdusnrkan formula 

yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedioan pelayanan; dnn 
b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur bcrdasarkan frckucnsi 

penyediaan pelayanan dan/atau jangkn waktu pelayanon. 

BABIV 

STRUKTUR DAN BESARAN TARJF 

Bagian Kesatu 
Persetujuan Bangunan Gedung 

Pasal 4 

( 1) Ban gun an Gedung 
A. Struktur dan bcsaran tarif petayanan persetujuan bangunan gedung 

ditet.apkan sebagai bcrikut: 
1. Bangunan Gedung 

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdnsa.rkan Luos 
Total Lantai (LLt) dikalikan lndeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga 
Saruan Tertinggi (SHST) dikalikan lndeks Terintegrnsi (It) dikalikan lndeks 
Bangunan Gedung Terbanguan (lbg) atau dengan rumus: 

Nilai retribusi (Nr) 
LLt 

: LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg 
: [(LLi -t LBiJ 

Keterangan 
LLt : Luas Total Lantai 
SHST: Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebclum Peraturan Pemerintah 

ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Ne"gara) 
no : lndeks Lokalitas, yang merupakan pcrsentase pcngali terhadap SHST yang 

ditetapkan o\eh pcmerintah daereh, dengan nilai paling tinggi 0,5% 
It : lndeks Terintegrasi 
rbg : lndeks BO 'rerbengun 
Lli : Luas Lantai ke-i 
Lbi : Luas Basemen ke-i 
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r..md.1/ rampur. a. Luas s 
m' d.:ln 

s_l l.m1 
.IS > 

m' 
<1.1n ,. I. l.ln 

lltbtl Korfourn Jumlnh Lru,.111.1/La-·s 
Jumb.h lantni 

tfodii,m Juml.ih lnntai r.o,:ustm Ju ...... 

Jumlah Lantru 

Lnnt:u 

�n l -p5 • 1.l�l • o;rr,;i 1.�· 

tcmtn3 P• 
I ,JQ3 32 i. 

0:1scmtn naps 1.m 33 t. 
�m<tt lap, t.rn.,- 34 l,713 ' 

I - --,,- 
• 

1,122 

2 I o<JO 36 I 730 

• 
1'.r1<r L"l'2S: 

' 
r.i�s-- 

ii 
t • 

, 1.162 1.1 :-.<1 

u r,ri,---- 
'·' ' 

' 
I , � 

'·'"" 
• I ' GS 1,775 

• 
I 299 43 l 782 
J ,33"J 1.7!1J 

-2 
· 1,3,r, 1,795 
1,39:\ 1,801 

3 1:420-- �7 t:807 
l,<1"4,l 

·� 
1,813 

Is 1:-,tOR -.� TJ\18 
,:--,rs() . r;i,2, 
1,50R 

·" 
-r:s2s 

1325 52 I, 
,�s:11 l,K...l, 

t:. Korfi51ffl Jumlah Lantm 



•u ,,,,u 
'" 

1,o<t I 

j 
,,.,u JJ l,o,J 

' ' ' 

' ' 
,o ,u 

- ' 

•• l,u« 
"' 

,uu, 

•u l,uJo uu ,ou• 

Tl 1,645 60 t lnl 1,862 + 0,003 lnl 

•• I 656 
., I 666 

- I 676 

Keterangan : 
• Untuk basemen disebut Kocfisien jumlah lapis; 
• Untuk lantai discbut Koefisien jumlah lantai; 
• Kocfisicnjumlah lantai/lapis digunakan sesuai denganjumlah lantai atau lapis basemen 

pada bangunan gcdung. 
• Diatas 3 lapis basemen, kocfisicn ditambahlcan 0, l setiap lapisnya. 
• Diatas 60 lantai, kocfisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. 

Kocfisien Kctinggian BG • 
(ffJLLI ,i: KL+ f (LBl :a KB}!I 

lll:LL+ [LBl)I 

LL.i Luas Lantai ke-i 
KL Kocfisien Jumlah lantai 
LBi Luas Bangunan ke-i 
KBi Koefisien Jumlah Lapis 

F. Indcks Bangunan Gcdung Terbangun fibeJ 
Tabel lmklr:s Bangunan Gedung Tcrbangun (lbg) 

Jcnis lndeks Bangunan 

Pcmbangunan Gedung Terbangun 
(Jbnl 

... angunan ... edung oaru I 

Kenao11tas��novas1 
Bangunan ung 
a. Scdang 

0,45x50 % • 0,225 

0,65x50 % • 0,325 
b. Bcrat 
, .... estanan,. cmugaran 

a. Pratama 0,65x50 % • 0,325 
b.Madya 0,45x50 % • 0,225 
c. Utama 0 30 x 50 % • 0 1 50  

"" 
' 

x 

• 0,3 

G. Contoh Pcnetapan lndeks Pcnghitungan Besarnya Retribusi Pcrizinan Tertentu atas 
Persetujuan Bangunan Gedung 
I. Fun si Hunian 

=�- 

0,20 x 2,00 

• 0,40 

rmenensr pennanen 



0,50 x 1,00 Kctmggaan I a.anlm 
•0,50 
r lbp, Ip) xepemmxan 

' 
perornng.an 

• 1,2 

aktor Kcpcm1 111an

11
\7crorang�I • I 

ndeks 'lerinteerasi nt : 0.15 x I 2 x 1 • 0 18 

2. Funasi Keazamaan 

01!:Sl lm1cks 
' 

a 
' 

sr an meter 
\oiasjid 0,0 0,3 x 2,00 Komp\cksitas 

' 
tidak 

• 0,60 sedcrhana 
0,20 x Permancnsi Pcnnnncn 
2,00 
•040 
0,50x Kctinggian 

' 
2 lantai 

1,090 .. 
0545 
L (bp x Kcpcmilikan perorangan 
Ip) 
• 1 545 

aktor Kepemilikan (Perorangan) " I 

ndeks Terintegrasi {lt): 0 x 1,545 x I • 0 

3. Funesi Usaha 

nos1 
'"' ' 

asurxast an eter 

•all I 0,3 x 2,00 Komp!eksitas 
' 

tidak 
•0,60 sederhana 
0,20 x Permanensi Pcrmancn 
2,00 
•040 
0,50 x Ketinggian 

' 
8 lantai 

1,265 • 
06325 
r [bp x Kepcmilikan 

' 
Badnn 

Ip) usaha • 1 6325 
alctor Kepcmilikan (Perorangan) • 1 
ndeks Terintegrasi {lt): 1 x 1,6325,: I • 

16325 

(1) Prasarana Bangunan Gedung 
A. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangungan Gedung 

Rumus pcrhitungan Retribusi prasarana 

BG•VxlxlbgxHSpbg 

Kctcrangan: 
V • Volume 
I • lndeks prasarana Bangunan Gcdung 
lbg • Tndeks BG Terbangun 
HSpbg • Ha.rga satuan Retribusi prasarana Bangunan 
Ocdung 



l<lniAK I l(U!iA�� 
ltfll<OA 

HEl<A'f I SEDANO/ 
l'V.KJ·.ltlAN l'EKl·:ltJAAN 

NCI ,11':NIII I \l\f>li 11Jtll\tl !-iA1 \JA!l l'\•,MIII\N(HJ K<>rl:"1Tl<U KONHTl�UK I '!{A: 11\1�/\N /\ u ... ,u111um NAN I IAl(U KSJ SI Sl-:JJESAI< 
jlnll'IIO) !iP:IJESAI{ '1!'i% DAl<J 

(15'1.1 

DAHi HANG UNA IIANGUNAN 
N OEDUUG 

Gl�DUNG 
I 

• 
Indeke indcks indcks 

1 2 J 4 � 6 7 
-- O,fiSx 50% • I  0,45 x SO 'lli  •  0, I .  Kn11Hlr11ktti lhr,flr l<p.(1.0UU/ 1 ,00 

JWlll i)JIIIIN/ n' 0, 325 225 1w11nh1111/ 
- 

lilll!J!Jld/ N,• �).6.000[ 1,00 0,65 x 50 ,,. • 0,45x50% • 0, 

n,rnp lx1tw1 <p{l.l)U0/111 1,00 0/15 • 5() % • 0,45 x 50 ")/,. • 0, 
ku1N•/111y/ ' 0, 325 225 

'J.. 
(>f'fil Ko11111ruktti GoJJIUu UpJ0.000/ 1,00 0,65x50"'1• 0,45 x 50 % • 0, pc11111ul11 m' 0,325 225 

- 

m1rnuk lokotti 
-- G,•r/x,ny Up:lU.000/ 1,00 0,65 x 50 % • 0,45:c 50% • 0, 

- 

111• 0 325 225 

3. K1111s1n1ktti -Joton l(p2.500/ 1 ,00 0,65 x 50 % • 0,45 x 50 % • 0, 
lt:rkcruiu111 111' 0, 325 225 

UIJJ<ltl[l(lfl Hpl.500/ 1,00 0,65 x 50 % • 0,45 x 50 % • 0, 
U/K1.Ctlf(l 111' 0,325 225 

- l.A.l/Hlrl[lllll Hpl .500/ 1,00 0,65:c 50% • 0.45x50%•0,  
ololiruycl m" 0,325 225 

u-rbuka 
- 

4. Konnln1ktti f<p9.000/ l ,00 0,65 I 50 � a 0,45 I 50 % a 0, 
pcrkcrun1111 m- 0,325 225 

I IIHDIII betnn 
-- l<p5.000/ 1,00 0,65x50%• 5. Konslruktti 0,45 .'I 50" .. 0,1 

pcrkcr11sun 111 '' 0, 325 225 

';;:- 
cruss block 
Kouatrukai Jcmbatcm l<p20.000/ 1,00 0,651 50 % • 0,451 50% • 0, 
pc111:huhu111� 111" 0, 325 225 

I.Joxcul11et J<p20.000/ 1,00 0,65 1 50 % • 0,4Sx 50% • 0, 
111' Q azs -· 

7. KonttlrukNi �p'10.000 1 ,00 0,65 1 50 % • 0,45x 50� • 0, 
pc111:h11hunn /111" 0, 325 225 

ijcm 1111111111111 
IIIIIHr 

H. Konstrukrti l<p200.00 1,00 O,b5 x 50 % • 0,45150'11, •O, '  
11enJ�huhu111� 1/rn� o. 325 225 

ljcmlmtnn 
._ pcnychrungn 



9. Konstruksi �pl00.00 1,00 0,65x50%• o,45 x r,o % • o. 

pcnghubung /m' 0,325 225 

(jembatan 
bawah tanah 

10. Konst.ruksi Kol am t<p.23.000 1,00 0,65 x 50 % • 0,45x 50% • 0, 

kolam/rcscrv nmang /m' 0,325 225 
. .  

Kolam fp.45.000 1,00 0,65x 50% • 0,45x 50% • 0, 

renang Hotel /m' 0,325 225 

Kolam p.14.000 1,00 0,65x50%• 0,45x 50% • 0, 

lkan m' 0,325 225 
Permana 

n 
Kolam p.5.000/ 1,00 0,65x50%• 0,45x 50% • 0, 

llron m' 0,325 225 
tidak 
Pennana 
n 
Kol am �p.19.250 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50% • 0, 

nongolahan /m' 0,325 225 

11.  Konstruksi Rp.19.250 1,00 0,65x50%• 0,45 x SO % •  0, 

septictank, /5m'l 0,325 225 
sumur 
reseoan 

12. Konstruksi Menara Rp49.950/ 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50 % • 0, 

menara reservoir Sm' 0,325 225 
Cerobong Rp214.500 1,00 0,65x50%• 0,45 x SO % •  0, 

/Sm2 0,325 225 
13. Konstruksi Rp214.500 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50% • 0, 

menara air /Sm" 0,325 225 
14. Konstruksi Tugu Rpl 70.000 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50 % • 0, 

monumen /Unit 0,325 225 
Pa tung Rp170.000 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50% • 0, 

/Unit 0,325 225 
Didalam Rp333.000 1,00 0,65x50%• 0,45x 50% • 0, 
persil /Unit 0,325 225 
Di luar Rp333.000 1,00 0,65 x 50 % " 0,45x 50% .. 0, 
oersil 'Unit 0,325 225 

15. :o..onstruksi nstalasi listri Rpl00.000 1,00 0,65x50% .. 0,45 x 50 % z 0, 
instalasi/gard /Unit (luas 0, 325 225 
u listrik maksimu 

m 10 m2), 
apabila 
unit lebih 
dari 10 
m2, 
dikenakan 
biaya 
Tambahan 
RpS.000 
1erm2 



lnstalasi Rpl00.000 1,00 0,65 x 50 % • 0,45 x 50 %  •  0, 
telepon/ /Unit (luas 0, 325 225 
komunikasi maksimu 

m 10m2),  

apabila 
unit lcbih 
dari 10 m2 

Dikcnakan 
biaya 
tambahan 
Rp.5.000p 
enn' 

lnstalasi Rpl00.000 '•'"' ---U,o;;, x "" 7Q "' U,'t;;)X '7!> • (; ,  
0, 325 225 

pengolahan /Unit (luas 
maksimu 
mlO m2), 

apa bila 
unit lebih 
dari 10 mv 
dikenakan 
biaya 
tambahan 
RpS.000 
perms 

16 Konstruksi Billboard Rp750.000 1,00 0,65 x 50 % • 0,45x50%•0, 
reklame/pap Papan iklan /Unit 0,325 225 
an luas :s; 8 M2 
na.ma/baliho Bill boa.rd Rpl.000.0 1,00 0,6Sx50%• 0,45x 50% • 0, 

Papan iklan 00/Unit 0,325 225 
luas 8,01 s/d 
20M2 

Billboard Rp3.500.0 1,00 0,65x50%• 0,45x50%•0, 
Papan iklan 00/Unit 0, 325 225 
luas 20,01 
s'd 48M2 
Bill boa.rd RpS.000.0 1,00 0,65x50%• 0,45x50%•0,  
Papan ik1an 00/Unit 0,325 225 
luas 48,01 
a/d 100M2 
Kelebihan RplS0.000 1,00 0,65x50%• 0,45x5Q% .. O, 
uasan /M2 0,325 225 100 01 M2 
Papan nama Rp. 1,00 0,65x50%"' 0,45x50%•0, (berdiri 150.000/u 0,325 225 sendiri atau nit 
bcrupa 
tembok 
pagar) luas 
maksimal 2 
M2 
Kelebihan Rp25.000/ 1,00 0 ,65x50%• 0,45x50%•0, uasan .?:2,01 M2 0,325 225 "2 
Bali ho Rp200.000 1,00 0,65x 50% • 0,45x 50% .. o, 
Papan iklan /Unit 0,325 225 Jues s 8 M2 



Baliho Rp650.000 1,00 0,65 x SO% '" 0,45 x SO % •  0, 
Papan iklan /Unjt 0, 325 225 
luas 8,01 s/d 
20M2 
Bali ho Rpl.500.0 1,00 0,65 x SO % '" 0,45x50%•0,  
Papan iklan 00/Unit 0,325 225 
luas 20,01 
�Id 48M2 

clcbihan Rp25.000/ 1,00 0,65 x 50 % • 0,45x50%•0, 
uasan M2 0, 325 225 

u,--. .. X :>lJ 711 • u, 17 Fondasi Rpl00.000 J,-� v,o� X ;;,v -,,,  •  '  0, 325 225 
me sin /Unit 
(diluar mes in 
baneunent 

18 Konstruksi RpS.000. i.,�- U,�x -,u ,.  •  U,'t;J X :JU 711 • lJ, 0,325 225 
mcnara 000/Unit 
tclcvisi (tinggi 

makslmal 
100 m, 
sclcbihny 
a 

dihitung 
kelipatan 
n"ai 

19 Konstruksi 1,00 0,65x50%• 0,45 x 50 % '"0, 
antcna radio 0,325 225 
l}Standing Ketinggian Rp2.SOO.OOO 1,00 0,65 x 50 % • 0,4Sx50%•0, 
Tower 25-SOm /unit 0,325 225 
dcnaan 

Ketinggian Rp4.000.000 1,00 0,65 x 50 % • 0,45x50%•0, 
51-75m lunit 0 325 225 
Ketinggian RpS.000.000 1,00 0 ,65x50%• 0,45 x 50 % •O, 
76-IOOm /unit 0,325 225 
Ketinggian Rp7 .500.000 1,00 0,65 x 50 % • 0 ,45x50%•0 ,  
101-125 m /unit 0, 325 225 
Ketinggian Rp I 0.000.00 1,00 0,6Sx50%• 0 ,45x50%•0, 
126-150 m oiunit 0 325 225 
Ketinggian Rpl2.500.00 1,00 0 ,65x50%•  0,45x 50 % •O, 
diatasl50 m oiunit 0 325 225 

2) Sistcm Kctinggian Rpl.250.000 1,00 0 ,65x50%• 0,45x50%•0 ,  
guywire/ 0-50 m I iunit 0,325 225 
bcntang Kctinggian Rp2.000.000 1,00 0,65 x 50 % • 0,15 x 50 % • 0, 
kawat: 51-7Sm /unit 0,325 225 

Kctinggian Rp3.000.000 1,00 0,65x50%• 0 ,45x50%•0 
. ,_ ,· .. 

" --- -- . 

Kctinggian Rp4.000.000 1,00 0,65x50%• 0 ,45x50%•0, 
"o J<onstruksi 

diataslOO m /unit 0, 325 225 
Mcnara 

antcnna(toU1er bereeme: 
clckomunikas 

a) Ketinggian Rp2.500.0 1,00 0,65x50%• 0,45x50%•0, 
kurang dari 00/unit 0,325 225 



25m 

b)Kt'lfoAAilln Rp4.000.0 1,00 0,65 I 50 % • 0,'451 50 ,i, •O, 
25·50111 00/unit 0, 325 225 

c) Kctingginn RpS.000.0 1,00 v,u" I .,.., ,. • u, ;, I :Jol.l ill • 0, 

dintns SOm 00/unit 
0,325 225 

,:knnrn 
a)Kctinggicm Rp3.000.0 1,00 0,65 I 50 % • 0,'45 JI 50 ,i, • 0, 

kunmg duri 00/unit 0,325 225 

25m 
b)Kctingginn2 Rp4.500.0 1,00 0,65 J1 50 ,i, • 0,'45 JI 50 % • 0, 

5-50 ru ()()/unit 0 325 �5 

c) Kclingginn RpS.500.0 1,00 0,65J150%• 0,'45J150%•0, 

dintns 50m 00/unit 0,325 225 

21 nngki tnnam Rp2.500.0 1,00 0,65150%• 0,45JI 50% • 0, 

�lumbaknr 00/unit 0, 325 225 

kcrjnnn I) Saluran Rp.6.400/ 1,00 0,65 J1 SO % •  0,45150% • 0, 

dminase m' o. 325 225 

2) Kolam Rp.2.700/ 1,00 0,6SJ150%• 0,45J150%•0, 

23 Konstruksi Rpl.200.00 1,00 0,65x50%• 0,45x 50 % •  0, 

loenvtrncennn/ oim3 0 325 225 

Ketcrangan: 
1. RB • Rusak &rat 
2. RS• Rusak Stdang 

Jmis konstruksi bangunan lainnya yang trnnasuk prasarana bangunan �ung 
ditetapkan oleh pcmerintah daerah. 

Bngia.n Kcdua 
Pcnggunann Tenaga Kerja Asing 

PasoJ 5 

{I) Retribusi Penggunaan TKA dipungut dari pcmbayaran DKPTKA at.as 
Pcngcsahan RPTKA Pcrpnnjnngnn oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Rctribusi scbagaimana dimaksud da1am Pasal 5 Ayat {2) hurur b 
ada1ah Pcngesahan RPTKA pcrpanjangan bagi TKA yang bckerja di Dacrah. 

(3J Tidak termasuk objek Retribusi scbagnimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
Pcngesahan RPTKA pcrpanjnngan bagi instansi pcmcrintah, pcrwakilan 
negara asing, badan intcmasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 
jabatan tcrtentu di lcmbaga pendidiknn. 

Pnsal 6 

(II Subjek Retribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Pembcri 
Kcrja TKA. 

(2) Subjck Retribusi sebagaimnna dimaksud pada ayat (I) mcrupaknn Wajib 
Retribusi. 

Pasal 7 

(1) Besnran tarff Rctribusi Penggunaan TKA ditetapkan scbcsar USS 100,00 
(seratus dolnr Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan. 



(2) Tari( Rctribusi Pcnggunuan TKA scbagalmanu dimaksud podn ayat f I) 
dibayarkan dcngnn mntn unng rupinh, lx:rdmwrkan nilai tuknr yang berlaku 
padn sant pcncrbitnn SKHD. 

(3) Tnrif Rctribusi ditinjnu kcmbali paling lnma 3 {tiga) lllhun scknli. 
(4) Pcninjnunn tnrif Rctribusi scbnguimuno dimuksud pad a ayat ( I )  dllakuknn 

dcngun mcmpcrhotikan indcks hurgu dan pcrkcmbangun pcrckonomian, 
tnnpo rnclakuknn pcnnmbulmn objck Rctribusi Pcrizinan 'rertentu: 

Pasal 8 

(1) Pcninjauan bcsaran tarif Rctribusi khusus pclayanan PBG hanya dilakuknn 
tcrhadnp bcsaran harga ntnu indcks dalnm tabcl HSBGN atau SHST don 
lndcks Lokalitas. 

(2) Pcninjnuan bcsarnn tarif Rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (II 
khusus pelayanan PBG bcrdasarkan turif yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah mengenai jenis dan tarif utas jenis Pcnerimaan Negara Bukan 
Pajak yang bcrlaku pada kcmcntcrian yang menyelenggarakan urusan 
pcmerintahan dibidang Pckcrjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

BABV 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kcsatu 

Pasal 9 

Pelaksanaan pemungutan Rctribusi dilakukan melalui tata cara scbagai berikut: 
a. pendaftaran dan pendataan; 
b. penctapan; 
c. pembayaran dan pcnyetoran; 
d. pcnagihan; 
e. pembukuan don pelaporan; 
r. pcngawasan, pcmeriksaan don pcnertiban Retribusi daerah dan; 
g. Retribusi dipungut dengan mcnggunakon SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan berupa sural pcmbcritnhuan pcmbayaran DKPTKA yang 
dipcroleh melalui aplikasi TKA Online. 

Bagian Kcdua 
Pendaft.aran dan Pcndotaan Retribusi 

Pasal 10 

(I) Pcndaftaran dan pcndataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurur a 
dilakukan terhadap jenis Retribusi Perizinnn Tcrtcntu yang dipungut dengan 
menggunakan SKRD. 

(2) Pendaftaran dan pcndntaan scbngaimana dimaksud pada ayat {IJ 
dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang mcliputi data subjek dan objek 
Wajib Rctribusi. 

()) Pendaftaran dnn pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungu1 dengan 
menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada nynt (IJ dilnksannkan 
bersamnnn dcngnn pclnksnnoan pcndaftamn pcrmohonan pelayano.n 
Pemcrintah Oacrah. 



Buginn Ke1ig11 
Tn111 Cnrn l'cndnftnrnn dnn Permohonnn 

Pcrsc111j111111 IJ11nRtmnn Gedung 

P11sul 1 1  

{ I )  Pcmohun PUG 111cnya111p11ik1111 pcrmohonan rnclnlui aplikaRi 
SIMOO. 

(2) Pcrmuhonun scbuga.imuna dimaksud padu uyat ( 1 1  dengun 
mcnycrtnkan pcrsyarotun scbagaimana di dalam SIMBG. 

(3} Pcrsynraltlll scbngaimann dimnkaud dnlnm uynt (21 diun1w;1h 
pnda aplikasi SIMBO dcngan ckstcnsi PDF. 

(4) Vcrifiknsi Kclcngknpnn Ookumcn Permohonan oleh 
mcnyclcnggnmknn urusnn di bidung pcrizinon. 

(5) Vnlidasi Dokumcn J>cnnohonun olch PD yang mcnyelcnggarakan uruson di 
bidnng pcrizinnn. 

(6) Pcnugnsan Pcmcriksmm Dokumcn Tcknis olch PD yang menyelenggarakan 
urustm pcmcrintahnn di bidnng Pcrumahan Rtlkyat, Kawasan Permukiman 
don Pcrtannhan. 

(7) Pcnjndwnlan Sidang oleh PD yang menyelenggarakan urusan pc:merintahan 
di bidang Pcrumalmn Rakyat, Kawasan Pcrmukiman dan Pertanahan. 

(8) Input Hasil Persidangan dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan 
pcmcrintahnn di bidnng Perumnhan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan. 

(9) Pcnyampaian SKRD dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan 
pcmerintahan di bidang pcrizinan. 

( I OJ Veririkasi Bukti Pembaynrnn Retribusi dilakukan oleh PD yang 
menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang perizinan 

( I I) Pcrsetujuan Penerbitan PBG dilakukan oleh Kepala PD yang 
menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang perizinan. 

( 12) Pcnyerahan Dokumen PBG oleh PD yang menyelenggarakan urusan 
pcmerintahan di bidang perizinan. 

Baginn Kccmpat 
Tata Carn Pemluflnran don Permohomm SLF 

l'asnl 12 

(I) Pcmohon SLF mcnyurnpuiknn pcrmohonnn mclnlui uplikasi 
SIMBG. 

(2) Pcrmohonun scbogaimana dimnksud pndn nynt ( I )  dengan 
mcnycrtokan pcrsynrotun scbuguimunn didnlum nplikasi SIMBG. 

(3) Persynrulnn scbagaimnnn dimuksud pndn nyot {2) cliunggnh pndo 
nplikasi SIMBG dcngnn ckstcnsi PDF. 

(4} Vcrifikasi kclengkapan dokumcn pcrmohonan dilakukan oleh PD yang 
mcnyclcnggarakan urusnn pcmcrintnhnn di bidnng pcrizinnn. 

(SJ vulidnai dokumcn pcrmohonnn dilnkuknn olch PD ynng rnenyclcnggnrnkan 
urustm pemerintnhan di bidung pcriainnn. 

{6] Pemeriksaun dokumcn permohonnn SLF dilnkuknn oleh PD yang 
mcnyelenp,go.rnkun urusun pcmcrintolum di hidnnR l'erumnhnn Rakyat, 
Kawasan Permukiman dun Pcrtnnnhnn. 

PD yang 



Kcpala PO yang 
Perumahan Rakyat, 

olch 
bi dang 

(7) Persetujuan pcncrbitan SLF dilakukan 
mcnyclcnggarakan urusan pcmcrintahan di 
Kawasan Pennukiman dan Pertanahan. 

(8) Pcnycrahan SLF dilakukan oleh PO yang mcnyclcnggarakan urusan 
pcmcrintahan di bidang pcrizinan. 

Pasal 13 

(I) Wajib Rctribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2, mcngisi dan 
mcnandatangani fonnulir pendaftaran dan pcndataan dcngan jclas, lcngkap, 
dan bcnar scrta mclampirkan dokumen pcrsyaratan administrasi. 

(2) Dokumcn pcrsyaratan administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tcrdiri dari: 
a. kartu tanda pcnduduk Wajib Retribusi yang bclaku; 

b. akta pcndirian bagi Wajib Retribusi yang bcrbcntuk badan; dan 
c. dokumcn lain yang dipcrsyaratkan scsuai dcngan jenis Retribusi. 

(3) Fonnulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling scdikit memuat: 

a. subjck Rctribusi; 
b. objck Rctribusi; dan 
c. dasar pcnghitungan Rctribusi. 

Bagian Kelima 
Pcnetapan Retribusi 

Paragmf I 

Dokumen Penctapan 

Pasal 14 

(I) Bcsaran Rctribusi Pcrizinan Tcrtentu didasarkan atas penctapan Rctribusi 
yang dilakukan olch Perangkat Daerah pcmungul Rctribusi etas pclayanan 
yang dibcrikan Pcmcrintah Dacrah. 

(2) Dokumcn pcnetapan Retribusi Perizinan Tcrtcntu scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah SKRD. 

(3) Jcnis dokumcn pcnctapan Retribusi Pcrizinan Tcrtcntu scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) discsuaikan dcngan jcnis Retribusi Pcrizinan Tertentu 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: 
a. kcgiatan dilaksanakan dalamjangka waktu tertentu; 
b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau 
c. pcnentuan besaran Retribusi dilakukan dengan pcnghitungan Retribusi. 

(5) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan dokumen SKRO sebagai 
bcrikut: 
a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; dan 
b. Rctribusi Penggunaan TKA. 

Paragraf2 

SKRD 

Pasal 15 

(1) Penetapan Rctribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD 
didasarkan pada data pcndaftaran dan pcndataan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dan Pasal 8. 



• 

(2) Dalam hol formulir pcndortnmn dan pcndataan Wajib Rctribusi tidak 
disumpaikun o\ch Wnjih Rctribusi, mukn ditcrbitkan dokumen SKRD secara 
jubalun olch PO. 

(3) Dokumcn SKRD ynng ditcrbitkun sccaru jubatan olch PD sebagaimana 
dimnksud pudu uyut (2) dibcrikun upabilu: 
u.jikn bcrdrmarkon hasil pcmcriknaan otau kct.crangan lain, rctribusi yang 

terutung lidak utuu kurnng buyar; 
b.jikn SKRD tidak disampaikan scsuui wuktu yang ditcntukan dan tclah 

ditcgur secure tcrtulis dan/otuu onlinc namun tidak disampaikan pada 
waktunya scbagaimuna dicantumkan dalam surat tcguran; 

c. tcgurnn tcrtulis atau onlinc aduluh tegurnn I diberikan 7 hari setclah jatuh 
tempo bcrnkhimyn masa retribusi; dun 

d.jika kcwajiban mcngisi formulir pcndaftara.n dan pendataan tidak dipenuhi 
dan retribusi yang terutang dihitung secara jabatan. 

(4) Dokumcn SKRO sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan 
o\eh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD, paling rendah setingkal pcjabat 
eselon Ill. 

(5) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh UPTD/UPTB, paling 
rendah setingkat pejabat cselon IV/a atau yang disctarakan. 

(6) Dokumcn SKRD dinyatakan sah apabila telah mcmpcroleh tanda tangan asli 
pcjabat scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi 
cap/stempel basah atau tandatangan clcktronik. 

Bagian Keenam 
Pembayaran dan Penyctoran 

Pamgraf I 

Pembayaran 

Pasal 16 

(I) Pcmbayaran Retribusi Perizinan Tcrtentu mcnggunakan SKRD sesuai dengan 
jenis Rctribusi yang dibayarkan. 

(2) Wajib Rctribusi diberikan tanda bukti pembayaran Rctribusi berupa SSRD 
scbagai bukti pembayaran Rctribusi yang sah. 

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Pcrizinan Tertcntu berdasarkan SKRD 
paling lama 30 (liga puluh) hari kalendcr sejak penctapan SKRD. 

(4) Apabila pcmbayaran Retribusi Perizinan Tcrtentu dilakukan setelah 
melampaui jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan 
sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 1% (Satu persen) setiap bulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari Rctribusi yang tcrutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

Pasal 17 
(I) Pembayaran Retribusi Pcrizinan Tcrtentu dilakukan dengan cara: 

o.. pcmbo.yo.ro.n lo.ngsung po.do. bank lcmpat pcmbayarnn; do.n/atau 
b. transfer antar bank. 

(2) Pcmbaynran Retribusi Perizinan Tertentu mclalui mckanisme pembnyaran 
langsung pada bank tcmpat pembayaran dnn/ntau transfer nntar bank 
scbago.imana dimaksud pada ayat (I) huruf a dnn huruf b, ditujukan kc 
rekcning Kas Umum Dacmh. 

(4) Kcabsahan pembayaran Rctribusi mclalui mckanismc pembayaran langsung 
pada bank tcmpat pembayaran dan/atnu transfer nntar bank sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf a dun huruf b, diakui setclah bendahara 



pcncrimoun PO ntou pctugns ynng ditunjuk olch PO mclakukan verifikaai 
dcngnn pihak bank tcmpal pcmbaynrnn. 

Dugiun Kctujuh 
Pcnugilum 

Pasnl 18 

(I) Wnjib Rctribusi yang tiduk mcmbayar tcpat pndn waktunya atou kurang 
membayor dnpal ditagih dengon mcnggunnknn STRD. . . 

{2) Penngihon Retribusi terutnng sebagnimana dimaksud padn ayat fl) dldahulul 
dengnn surat tegumn. . 

(3) Pcngclunrnn surat tegurnn scbagai uwnl tindakan pelaksanaan penagihan 
Retribusi dikc\uarknn setclah 7 (tujuh) hari kaJcnder scjak tanggal jatuh 
tempo pcmbayamn. 

(4) Surat teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kcpala 
SKPD. 

(S) Dalam jangkn waktu 7 (tujuh) hari kalender scjak tanggal surat teguran, 
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. . . 

(6) Apabila jatuh tempo pembayarnn masuk kc daJam han hbur, maim 
pcmbayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya. 

Bagian Kedelapan 
Keberatan 

Pasal 19 

(\) Wnjib Retribusi dapat mengnjukan kebcratnn hanya kepada Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk ates SKRD. 
(2) Keberatan diajukan sccara tertulis dnlnm bahnsa Indonesia dengan discrtai 

aJasan yangjelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dnlam jangkn waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 

tnnggal ·sKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Reuibusi tertentu dapnt 
menunjukan bahwa jangkn waktu itu tidak dapat dipenuhi kan=na keadaan di 
luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya scbagaimann dimaksud pada ayat (3) odalah 
suotu keadoon yang terjadi di luor kehendak atau kekunsnan Wajib Retribusi. 

(S) Pengajunn keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pclaksanaan penagihan Relribusi. 

Pnsal 20 

(\) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enrun} bulan scjak tanggal 
Surat Keberntan diterima harus mcmberi keputusan otas keberatnn yang 
diajukan dengnn menerbitknn Surat Keputusan Kcbcratan. 

(2) Ketentunn sebagaimnna dimaksud pnda ayat (11 ndalah untuk membcrika.n 
kepastinn hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatnn yang diojuknn hnrus 
ditetapkan keputusan o\eh Bupati. 

()) Kcputusan Bupati atas kebcroton dopat bcrupa menerimn seluruhnyo atau 
sebagian, mcno\ak atau menambah bcsamya Retribusi yang terutnng. 

(4) Apabila jangkn wo.ktu sebago.imnnn dimaksud padn nyat (I) telah lewat don 
Bupali tido.k membcri auo.tu keputusnn, kebcrotnn ynng diojuknn tcrscbut 
dio..nggop dikobulkon. 



Pasal 21 
(I) Jika pengajuan �cbe��n dikabulkan scbagian atau seluruhnya, kclcbihan 

pembayaran Retribus! d1kcmbalikan dcngan ditambah imbaJan bungs sebcsar 
0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paJing lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dihitung sejak bu Ian 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan . 

Bagian Kesembilan 
Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 

PasaJ 22 
(I) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manuaJ 

dan/atau menggunakan aplikasi komputer. 
(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. 

(3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan 
oleh PD dan Bapenda dengan melampirkan bukti pendukung Jainnya. 

(4) Untuk evaJuasi pencrimaan dan pembahasan kendaJa pemungutan Retribusi 
daerah dilaksanakan sctiap triwulan dengan koordinator Bapenda. 

(S) Untuk Pembcri Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun minimal 1 
(satu) kali kepada Bupati Melawi melalui Kepala Dinas untuk pelaksanaan: 
a. penggunaan TKA; 
b. pendidikan dan pclatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; 
c. alih tcknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja 

Pendamping TKA; dan 
d. Pembcri Kerja TKA wajib melaporkan kepada Bupati Melawi melalui 

Kepala Dinas untuk perjanjian kerja TKA yang telah bcrakhir atau 
diakhiri scbclum jangka waktu perjanjian kerja bcrakhir. 

Bagian Kesepuluh 
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penertiban Retribusi Daerah 

Paragraf 1 
Pengawasan 

Pasal 23 

Pengawasan, pemcriksaan, 
dilaksanakan olch Bapenda 
diluar Pemerintah Oaerah. 

dan pcnertiban 
dan bcrkoordinasi 

Rctribusi 
dengan PD 

Perizinan Tertcntu 
terkait dan instansi 

Pasal 24 

Pengawasan Retribusi Pcrizinan Tcrtentu dapat dilaksanakan secara bcrkala 
dan/atau insidental melalui: . . . 
a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribuei; 
b. infonnasi yang didapat melalui online; dan . .. . . 
c. kerangka kcgiatan lainnya tanpa scpengetahuan dan Wa11b Rctnbus1. 



Paragraf2 

Pemeriksaan 

Pasal 25 

(I} Pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan apabila 
terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan 
dan/ a tau pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak sesuai 
dengan bukti-bukti yang lainnya. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. pemeriksaan kantor; dan 
b. pemeriksaan lapangan. 

(3) Kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi; 
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan; 
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang 
berhubungan objek Retribusi yang terutang; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan 
dan merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain 
yang tidak berhak. 

(4) Wajib Retribuei menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. 
(5) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala PD untuk 

ditindakJanjuti. 

Paragraf 3 

Penertiban Retribusi Daerah 

Pasal 26 

(I) Penertiban Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan untuk 
menertibkan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang melanggar 
ketentuan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut: 
a. wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk 

menindakJanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (I); 

b. apabila Wajib Retribusi tidak menindakJanjuti basil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PD menerbitk.an surat 
teguran kepada Wajib Retribusi; 

c. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender Wajib Retribusi tidak 
menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
maka PD melaksanakan penagihan dengan STRD; 

d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Wajib Retribusi tidak 
melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD 
sebagairnana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi 
dikenakan sanksi sosial, berupe: 
1. pemasangan/penempelan stiker pada objek Retribusi dengan 

contoh kalimat "Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak 
Retribusi": dan 

2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi dengan contoh kalimat 
"Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi". 



e. a�abila Wajib Ret�bus.i tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah 
dik�nakan. san�st sos1a� scbagaimana dimaksud pada huruf d, maka 
WaJ1b Re1.ri�us1 dapat dikenaken sanksi bcrupa: 
1. penghenuan scmcntara kcgiatan; 
2. penghentmn tctap kcgiatan; 
3. pencabutan sementara izin; atau 
4. pencabutan tctap izin. 

(2) �laksanaan sanksi sosial scbagaimana dimaksud pada ayat {I) 
dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

BAB Vl 

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI 

DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKS! ADMINISTRATIF' 

Bagian Kcsatu 
Pengurangan 

Paragraf l 

Pasal 27 

(I) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu adalah mengurangi ketctapan 
Retribusi Daerah yang terutang. 

(2) Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mcngurangi ketetapan 
Retribusi Daerah yang terutang. 

(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran 
Retribusi yang diangsur dan/atau pcrpanjangan jatuh tempo 
pembayaran scsuai dcngan kemampuan Wajib Rctribusi. 

(4) Pembcbasan Retribusi Perizinan Tcrtcntu adalah mcnghilangkan 
kctctapan Relribusi yang tcrutang. 

(5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Rctribusi dacrah 
hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok kctctapan Retribusi. 

Paragraf2 
Pasal 28 

(I) Pclaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian : 
a. pelaksanaan pcmberdayaan, pengawasaan dan pcngcndalian 

Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh PD yang menyclenggarakan 
urusan pcmerintahan bidang pcndapatan; 

b. pelaksanaan Pcmunguc.an Rctribusi untuk masing-masing jcnis 
Retribusi dilakso.nakan oleh Perangko.t Daerah sesuai bidang masing­ 
masing; dan 

c. dalam mclaksanakan tugas, PD scbagaimana yang dimaksud pada 
ayat {l) dapat bckerjasama dcngan PD atau lembaga tcrkait. 

Pasal 29 

(I) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertcntu dapat �eng�jukan 
pennohonan pengurangan, keringanan dan pcmbebasan Retribusi serta 
pengurangan atau penghapusan sanksi ad�inistrasi. . 

(2) Wajib Retribusi mengirimk� sural. pcng��an pcngurangan, kennganan, 
atau Pembebasan Rctribust yang dtlampin dcngan dokumen pendukung 
pengajuan pengurangan, kcringanan, at.au pembebasan serta sahnan 
dokumen pcmbayaran at.au pcnctapan Retribusi kcpada Kepala PD. 



()) Kcpnln PD mcncrimn dokumcn pcngajuan pcngurangan, kcringanan, otau 
pcmbcbnsnn Rclribusi don mcmbcrikan tanda tcrima pcngajuan dokumcn 
pcngurongnn, kcringannn, otnu pembcbasan Rclribusi kcpada Wajib 
Rctribusi. 

(4) Kcpalu PD mcngursipkan dokumcn pcngurongan, kcringanan, a tau 
pcmbcbusnn Rct.ribusi scbuguimann dinmksud pada ayal (3). 

(5) Kcpaln PD mcncluuh dun mcmcriksu pcngajuun pcngurangan, kcringanan, 
utau pcmbcbason Rclribusi bcrdnsarkun data objck Rclribusi yang ada don 
mclokuknn pcmcriksaun otus kcscsuaian untura pcngajuan yang diajukan 
dcngnn kclclupan nlnu kctcntuan scbagnimana dimaksud dalam pcrnturan 
pcrundnng·undangun. 

(6) Bcrdnsnrknn hnsil pcnclnahan don pcmcriksaan scbagaimana dimaksud 
padn nynl (5), Kcpalo PD mcnyiupknn Serita Acorn Pcmcriksaan dan Surat 
Pcnolo.knn Pcngajuan pcngumngan, kcringanan, atau pcmbcbasan 
Rclribusi otau untuk pcngnjuan yang ditolak atau surat keputusan 
pcngurnngan, keringanan, ntau pcmbcbasan Retribusi untuk pengajuan 
yang disctujui. 

(7) Bcritn ncara scbngnimano dimaksud pada ayot (6) wajib diarsipkan olch PD. 
(8) Wajib Relribusi mcncrima dokumcn pcmbayaran dan mclakukan 

pcmbayaran sesuai dcngan proscdur pcmbayaran Rctribusi. 
(9) Surat pcrmohonnn pcngurangan, kcringanan dan pcmbebasan Retribusi 

serta pengurangan atau pcnghapusan snnksi administrasi harus diajukan 
terhadnp 1 {satu) jcnis Rctribusi dnlam I (satu) tahun anggaran. 

BAB VII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRJBUSI 

Pasa130 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Alas kclebihan pcmbaynran Rctribusi, Wajib Rctribusi dapat 
mengajuknn permohonan pcngembalian kcpada Bupati. 
PD l�rkait mclakukan pen.eliti<_m tcrh°:dap pennohonan pcngembaJian 
kelebihan _pembayara!' Rctnbus, scbagmmana dimaksud pada ayat (l). 
PD tcrkait membenkan. surat rc.komendasi kcpada Bupati perihaJ 
��ohonan pc��cmba�mn . kelebihun pcm�ayaran Retribusi yang 
d!aJukan oleh WaJ1b Retribusl bcrdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
Bupali mcmberi�an �ep�tusan dalam jangka waktu paling Jama 6 
(enam) bulan scJ.nk �1tenma�ya pcrmohonan pengembalian kelebihnn 
pemb�yru:an Retribusi scbagmmnna dimaksud pada ayat {l). 
A_Pabala �angka wak_tu. sebagaimann dimaksud pada ayat (4) telah 
dilampaui dan Bupati tidak membcrikan suatu keputusan pennoh b r b . , onan pengem. a 1� pcm ayaran Retnbusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
haru� d1ter��tkan d�a� jangka waktu paling lama l (satu) bulan. 
Apabda WaJ1b Retrtbust mempunyai utang Rctribusi lainnya kelebih 
�mbararan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (J') Jangsu�; 
diperhttungkan untuk mclunasi tcrlebih dahulu utang Retrib · terse but. usr 
Pcngembalian k.elebihan pembayarnn Rctribusi sebagaimana dimaksud 
pa.da a�at I�) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 



DAB VIII 

KADAI..UWA�SA l'l•:NAUIIIAN Rl•:Tl<lllU81 

(1) I-Ink untuk mclukukun pcnegihun lktribuHi ducmh mcnjadi 
kcdnluwanm :«:teluh mclumpu! wnktu 3 (tig11) luhun tcrhitunr, scjuk KUOl 
tcrutongnyn Rctribusi, kecunll npubilu Wnjih l<clrihusi mclukukun 
tindok piduno di bidong l<ctrihw1i. 

(2) Kcdaluworsa pcnagihun lktribusi KCbugaimunu dirnuksud pada uyal fl), 
tertangguh apabiln: 
a. ditcrbitkan surut lcguran dun/utnu aurut pukee: ut.uu 
b. adanyn pcngakuan utung rctribusi duri Wajih Rctribuei, haik 

lnngsung maupun tidok langsung. 
(3) Dolam hnl ditcrbitkan surat teguran don/otou aurut paksa acbagalmana 

dimaksud poda oyat (2) huruf u, kcdnluwarsu pcnngihun dihitung scjak 
tanggal pcnyompoian surot tcrscbut. 

(4) Pcngokuon utnng Rctribusi secaru Jongsung scbugaimana dimuksud 
pada nyat (2) hurur b dalnm bentuk pcrnyatnan tertulis dari Wajib 
Rctribusi bohwo mosih mcmpunyui utJmft Rctribusi don bclum 
melunnsinyo kcpado Pcmerintah Dacroh Kabupotcn. 

(S) !'.:::�?ruan utang Rctribusi sccora tidok Jongsung scbagaimana 
dimaksud podo ayot (2) hurur b, dopat diketohui dari pcngajuan 
pcrmohonon pcngurongon, kcringonon don pcmbcboson Rctribusi serta 
pcngurangan otau pcnghapusan s.anksi udmi;;l:;:.;-.;.:;; olc}, v: .. j:!. 
Rctribusi. 

BAB VIIII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANO RETRIDUSI 

Pasal 32 

(I) 

(2) 

()) 

(4) 

(5) 

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditDgih Jagi karena hak untuk 
mclakuknn penogihnn sudoh kcdaluwarsa dapat dihapuskan. 
Pcnghopusan piutang Rctribusi yang sudah kcdaluwarsa scbagaimana 
dimoksud pado oyat (l) ditetnpkan oleh Bupati berdasarkan usulan 
pcnghapusan piutang Rctribusi yang diajukan olch Kepala PD mclalui 
Bapenda. 
Kcputusan Bupati lentang pcnghapuson piulang Rctribusi scbagaimana 
dimaksud pada ayal (2) dilakukan dcngan prinsip kchati-hatian. 
Penghapusan piut.ang Retribusi yang kcdaluwarcc, tidal; adc le.,;;! 
potensi Rctribusi dalam I (satu) tahun anggaran dan/atau piutang 
Rctribusi kualitas macet, dilakukan oleh: 
-· :-·.:; :.:: ·.::·. :·..:'.: ;·.:::.:!:..': :;_7-;::l ::!:::�:: !":j:5.C00.000.000,00 (lima milyar 

rupiah); dan 
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lcbih dari 

RpS.000.000.000,00 (lir,;a milyar rupiah). 
Piutang Retribusi yang dapal diusulkan untuk dilakukan pcnghapusan 
::":'.":;:-.:.:==:--�� -!��':'..��·.!<l ayet (2) adelah piutang Rctribusi dacrah yang 
tcrcantum dalam: 
a. SK.RD; 
b. pembcritahuan STRD; dan 
c. dokumcn la.in yang dipersamakan. 



(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( I ) 

(2) 

Usulun pcng)mpu•,.an piul.Jing Jktrihu<i1 r,1':b;.igl1imano d1m:-ik'lud pada ayal (2) diujuknn sctcluh dil.ikulwn pr.nelitiun deng;,n mcb,mp1rk;.n 
daft.or piul.:Jnl� Retrihu:-;i. Pcnclitiun sclwgaimana dirnak,;ud pado i.iy;,l {6) dilakukan oleh Tim 
Vcrifikusi dun trnsilnyu dituc1nv)wn dulurn Iaporan ha,iil pen!:litian. Lapornn haeil pcnelilian r.chay.;:,im;,n;, dirnaksud pada �1at (7l harus mcnguraikun tindakun, kendela dan inoviiSi mengataai kcndala, serta horus menguraikan keadaan Wujib J<ctrihu!li awu piuwng Rctribusi yang hcrsangkuwn schag.ai dasar untuk mcnentuY..an bcc;arnyu piuwng Retribusi yang tidak dapat cJiwgih lagi dan diu�ulkan untuk dihapuskan. 
Daft.or piutang Rctribusi yang akan dihapuskan paling scdikit mcmuat: 
n. mama dun alamat Wojib Rctribusi; 
b. jumlah piut.ang Rct..rihusi; c. masa dan/at.nu whun Rclrihusi; d. lindakan pcnagihan yang pcrnah dilakukan; dan 
c. alasun pcnghapusan Rctrihusi. Piutang Rclribusi yang dapal dihapusk.an scbagaimana dimaknud pada uyal (2), unluk piut.nng target pcnerimaan Rctribusi PD dan Wajib Rctribusi pribadi adalah piut.ang Rctribusi yang lidak dapat ditagih lagi 
karcna: a. keadaan yang mempcngaruhi menun.mnya ekonomi secara regional maupun nasionaJ, kcada.an bencana (force mejure) dan/atau pandcmi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potcnsi 

dalam I satu) tahun anggaran; b. Wajib_ Rctribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan hart.a dan tidak mcmpunyai ahli waris; 
c. IJ.'.ajib Rclribu�i .tidak r:ncmpunyai harta kekayaan, Jiquidasi dan/atau 

dmrataka� pa1�1l o\eh mstansi yang berwenang; d. WaJ1b Retnbus1 tidak. dapal ditcmukan lagi atau hiJang; c. d.okumcn scbagai dasar penagihan Retribusi tidak ditcmukan 
disebabkan keadaan yang t�dak dapat dihindark.an, sepcrti bencana alam, kcbakaran, dan lam sebagainya, scrta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dcngan kctentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku· dan 

f. hak Pem�rintah Dacrah untuk mel�kukan penagihan Retribusi tidak dapat d1laksanakan karena kondiai tcrtcntu sehub d adanya perubahan kebijakan atau perubahan kctcn��an engan perundang-undangan yang berlaku. peraturan 

Pasal 33 
Ta� cara penghapusan piutang Retribusi daerah dilak k . benkut: sana an sebagai 
a. KcpaJa PD setiap akhir tahun anggaran me penghapusan piutang Retribusi berdasark I nyusun d:tltar usulan b. Kepala PD mengajukan pc h an aporan basil penclitian; 

Retribusi kepada Bupati melaJui Ba m:i�ao�;n penghapu�n piutang usul�. penghapusan piuteng Re�usi beJan melamp1rkan daftar peneht1an; dan asarknn laporan hasil 
c. penghapusan piutang Retribusi seba . . ditctapkan dengan Keputus� Bupa��um:na �imaksud pada hurur b Pasal 27 ayat (2). 1 se aga.imana dimaksud dalam 
Bcrdasarkan Kcputuso.n Bupati seba ·m . hururc, Kcpala PD mclakukan: gat ana d1maksud pada ayal (I) 
a. penetopan mengcnai rincian atas besa Relribusi daerah; dan mya penghapusan piutang 



b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Rctribusi dacrah tcrscbut 
scsuai dengan standar nkuntansi pemerintahan yang berlaku. 

Posal34 

(\) Penghapusan piutang mcliputi: 
a.pcnghapusbukuan;dan 
b. pcnghapustagihan. 

(2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang scbagaimana 
dimaksud pada ayal (1) huruf a tidak mcnghilangkan hak tagih dan 
terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara 
tepal dan akurat dan diungkapkan dalam catatan alas laporan kcuangan. 

(3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) huruf b dilakukan dengan cara menutup 
ekstrakomtabcl dan tidak mclakukan penjumalan dan diungkapkan 
dalam catatan atas laporan kcuangan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Dacrah Kabupaten Mclawi. 

Ditetapkan di Nanga. Pinoh 
-""'�,,,_g,ada tanggal YJ JUI, 2024 
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f�DI SUNARYA USFA YURSA 

Diundangkan di Nan�a Pinoh 
pada tanggal 30 JU' 2024 
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